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ABSTRAK

Indonesia sering menjadi tempat transit bagi pengungsi dari berbagai negara 
karena letaknya yang strategis. Meskipun belum meratifikasi Konvensi 1951 
tentang Status Pengungsi, Indonesia mengandalkan Perpres No. 125/2016 untuk 
menangani pengungsi, namun implementasinya masih menghadapi tantangan, 
terutama dalam hal sumber daya, koordinasi, dan status hukum pengungsi yang 
tidak jelas. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul 
“Penanganan Pengungsi Rohingnya di Indonesia Berdasarkan Peraturan Presiden 
Nomor 125 Tahun 2016” dengan permasalahan Bagaimana penanganan 
pengungsi rohingnya di Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 
tahun 2016, Bagaimana penanganan pengungsi berdasarkan konvensi 1951 
tentang Pengungsi, dan Mengapa Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 1951 
tentang Pengungsi. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif 
yang berfokus pada data sekunder dengan analisa kualitatif. Berdasarkan hasil 
penelitian disimpulkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa 
Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi karena 
berbagai pertimbangan kompleks, termasuk tantangan geografis, keterbatasan 
sumber daya, dan kekhawatiran terhadap peningkatan arus pengungsi. 
Pertimbangan politik, kedaulatan nasional, serta dampak ekonomi dan sosial juga 
memainkan peran penting dalam keputusan ini. Meskipun demikian, Indonesia 
tetap berkomitmen untuk melindungi pengungsi melalui mekanisme nasional dan 
kerja sama internasional, sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang diatur 
dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, meskipun masih menghadapi 
berbagai tantangan dalam implementasinya.

Kata Kunci: Penanganan; Pengungsi Rohingnya; Peraturan Presiden Nomor 
125 tahun 2016
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ABSTRACT

Indonesia is often a transit point for refugees from various countries due to its 
strategic location. Although it has not ratified the 1951 Convention Relating to 
the Status of Refugees, Indonesia relies on Presidential Regulation No. 125/2016 
to manage refugees. However, its implementation still faces challenges, 
particularly in terms of resources, coordination, and the unclear legal status of 
refugees. Therefore, the author is interested in conducting research titled "The 
Management of Rohingya Refugees in Indonesia Based on Presidential 
Regulation Number 125 of 2016" with the following research questions: How is 
the management of Rohingya refugees in Indonesia based on Presidential 
Regulation Number 125 of 2016? How is refugee management handled under the 
1951 Refugee Convention? And why has Indonesia not ratified the 1951 Refugee 
Convention? This research adopts a normative juridical approach, focusing on 
secondary data with qualitative analysis. The research concludes that Indonesia 
has not ratified the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees due to 
various complex considerations, including geographical challenges, resource 
limitations, and concerns about increasing refugee flows. Political 
considerations, national sovereignty, and economic and social impacts also play a 
significant role in this decision. Nevertheless, Indonesia remains committed to 
protecting refugees through national mechanisms and international cooperation, 
in accordance with humanitarian principles as outlined in Presidential 
Regulation Number 125 of 2016, although it still faces various challenges in its 
implementation.

Keywords: Management; Rohingya Refugees; Presidential Regulation Number 
125 of 2016
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